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PUTUSAN
Nomor 2914/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Zz= e i 7\
/Q_L?’j\;;’“/ i
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tangerang 01 Mei 1990,
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Produksi, tempat
kediaman di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi
Banten, nomor telpon -, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Juni 1988, umur 33
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN
TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2022 telah
mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2914/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal
08 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan
perkawinan pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010, yang dicatat di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
-, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor - tertanggal 03 Desember 2010;
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2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki,
lahir di Tangerang, 29 Agustus 2011,

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 keharmonisan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
percekcokan, disebabkan:

4.1. Nafkah lahir yang diberi Tergugat hanya sekedarnya saja, dan untuk
kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal
ini diketahui langsung oleh Penggugat;

4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti sering meminjam
uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2021 Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga Penggugat dengan
Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat
adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar
menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor - tanggal 24 April 2013
atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Desember 2010 dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, KABUPATEN TANGERANG,
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Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap
kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:
1. SAKSI | PENGGUGAT, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada
tanggal 03 Desember 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,
KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1
(satu) orang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi
Banten;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan
Maret 2018 saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat
tidak memberikan nafkah yang memcukupi kebutuhan rumah tangga,
Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, Tergugat menjalin
hubungan khusus dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tanggal 21 November 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga telah berusahan merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI Il PENGGUGAT, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adik ipar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada
tanggal 03 Desember 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,
KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1

(satu) orang;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi
Banten;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sekitar awal
tahun 2018 saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat
tidak memberikan nafkah yang memcukupi kebutuhan rumah tangga,
Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, Tergugat menjalin
hubungan khusus dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tanggal 21 November 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga telah berusahan merukunkan Penggugat dan Tergugat
serta saksi telah menasihati Penggugat agar dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap
dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil
atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan
yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus
dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Maret
2018 disebabkan tidak memberikan nafkah yang memcukupi kebutuhan rumah
tangga, Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, Tergugat menjalin
hubungan khusus dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat pisah rumah
sejak tanggal 21 November 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama
dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan
tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

Aaa Y Ak 3 o s Gallall JSL Ga S8 el G
Artinya :  Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah

haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua
orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Kartu Tanda
Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di nazegelen Pasal 3 ayat (1)
hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu
sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan
Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di nazegelen Pasal 3 ayat (1) hurup b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi
syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2010, relevan dengan
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat
materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya
Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan N0.2914/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah

menghadirkan dua orang saksi orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan

Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah

disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal

144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti

yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat,
tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sekitar satu tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai
saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok
antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi
tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat
terbukti fakta kejadian sebagai berikut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 03 Desember 2010 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan-, KABUPATEN TANGERANG;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena
Tergugat tidak memberikan nafkah yang memcukupi kebutuhan rumah
tangga, Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, Tergugat
menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

- Bahwa sejak berpisah bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat
tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah
dilakukan, namun tidak baerhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, faktanya telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan N0.2914/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken
marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai tujuan perkawinan,
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan firman

Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:
O30S ALY S (8 ) Aas 583 50 oSin a5 Leall )5S a5 ) aSudil (e oS BIA G 43l (4a 5

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal
ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38 K/AG/1990
tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu
lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan
tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah
pecah/retak dan sulit dipertahankan, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat peluang perceraian dapat ditempuh guna menghindarkan
Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan
yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat
apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus
disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

o ol
Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan N0.2914/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat dari Kitab
Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Majelis sebagai berikut:

Al ol adle Bl lea 530 Aa sl e ) aae LG

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
dan setelah mendengar saudara kandung dan sepupu Penggugat, maka
perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan
Pasal 125 HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud
ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan
gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
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menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan
Pemerintan Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulgaedah 1443 Hijriah, berdasarkan
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari
Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hudaibi dan
Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.l. sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.
Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Materai Rp10.000,00
Jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu
rupiah);
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